
MEMORANDUM of UNDERSTANDING
N  O  T  A    K  E  S  E  P  A  H  A  M  A  N


ANTARA

JATAYU POMOSDA (JAPO)

DENGAN

AKADEMI MILITER

NOMOR: XYX/PMD/04/2016
NOMOR: ……/……/…/2016

Dengan Rahmat Dzat Wajibul Wujud Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling bekerjasama dalam melaksanakan tugas membangun bangsa dan negara, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama		: ……………
Jabatan		: IMAM JATAYU POMOSDA (JAPO)
Bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama JATAYU POMOSDA (JAPO)
.

dan

Nama		: …………………..
Jabatan		: GUBERNUR AKADEMI MILITER
Bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama pribadi.

Sepakat melakukan kerja sama bidang Kemandirian Pangan 

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut nota kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Ditandatangani di Nganjuk pada tanggal     September 2016


 
	Pihak I,




……………………..
	Pihak II




……………………






SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
KEMANDIRIAN PANGAN--BERAS SEHAT


Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama 		: AGUS JEMBER
Jabatan	: KOORDINATOR BINA KERABAT TANI POMOSDA
Alamat	: JL. KH. WACHID HASYIM 304 TANJUNGANOM NGANJUK
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama 		: MAYJEN….
Jabatan	: KABID LOGISTIK AKMIL
Alamat	: MAGELANG
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Bersepakat melaksanakan kerja sama dengan poin-poin perjanjian kerja sama diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:


Pasal 1
Tujuan

Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah:
(1) Membentuk moral kemandirian yang tidak menggantungkan pemenuhan kebutuhan sehari-hari kepada pasar luar negeri.
(2) Membentuk mental Islami, mental keselamatan, mendamaikan dan menyejahterakan dengan cara kemandirian yang menyelamatkan lahir dan bathin.
(3) Terjaganya persatuan dan kesatuan diri sebagai ummatan wahidah min nafsin wahidah, terjaganya persatuan dan kesatuan sebagai sesama warga negara Indonesia dengan pola gotong royong, kebersamaan dan kekeluargaan senasib seperjuangan sebangsa dan setanah air.
(4) Terwujudnya Pola Tatanan Sehat dan Amanah (PTSA) dalam aspek kemandirian pangan.





Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah:
(1) Dalam rangka edukasi Gerakan Nusantara Bangkit. Mengedukasi diri pribadi sebagai ummatan wahidah yang sadar dalam gerakan manusia yang berani ditata oleh ajaran Rasul sehingga bangkit, bangun dari keterpurukan, bangkit dari kemunduran, bangkit kesadaran.
(2) Kemandirian Pangan yang direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi dan dikelola secara swakelola dengan memberdayakan potensi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Alat dalam capaian swasembada dalam target keselamatan dan kebersamaan.
(3) Program Nawa Cita Presiden: [6] Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing; [7] Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic dan [8] Melakukan revolusi karakter bangsa.
(4) Program Ketahanan Pangan untuk terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dengan tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah, mutu, sehat, merata dan terjangkau.

Pasal 3
Pelaksanaan Kerja Sama
Pelaksanaan kerja sama dilaksanakan dalam acuan rambu-rambu berikut ini:
(1) Pihak I (pondok) membeli diatas HPP Rp. 50 – Rp. 100 dengan memperhatikan ketersediaan dana dari pihak I.
(2) Pihak II Tidak menggantungkan pembelian ke pihak POMOSDA.
(3) Pihak II Tidak merasa kecewa bila barang belum tersedia.
(4) Penandatanganan MoU dilaksanakan di POMOSDA.


Pasal 4
Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama ini disesuaikan dengan kemampuan anggaran kedua belah pihak.




Pasal 5
Hak dan Kewajiban 

(1) Pihak I berkewajiban memenuhi …
(2) Pihak II berhak untuk diundang mengikuti kajian tasawuf, kajian ilmu tauhid, annubuwah
(3) Pihak II bersedia menjalankan PTSA
(4) Pihak II bersedia mengedepankan kekeluargaan
(5) Pihak II berhak ikut serta dalam kajian tasawuf
(6) Pihak II saat datang ke pondok, konfirmasi kehadiran.


Pasal 6
Jangka Waktu
(1)	Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu ... (......) tahun, terhitung mulai  tanggal ditandatangani, dan apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama.
(2)	Perjanjian kerjasama ini akan dievaluasi oleh kedua belah pihak setiap satu tahun dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi penyempurnaan kerjasama selanjutnya.
Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan
(1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini diantara kedua belah pihak terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
(2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
Ketentuan Lain 
(1) Saat kerjasama telah berjalan dalam 120 hari [± 3 lapan], tidak menghadiri undangan kajian tasawuf, maka maka kontrak/perjanjian/MoU dinyatakan putus, di lapan ke-4,maka MoU dinyatakan putus di lapan/bulan ke-4. Saat 1 tahun tidak pernah datang, maka langsung dianggap putus kontrak perjanjian/MoU.
(2) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai Force Majeure.
(3) Peristiwa yang dapat digolongkan tak terkendali (Force Majeure) adalah: adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
(4) Apabila terjadi keadaan tak terkendali (Force Majeure) maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empatbelas hari) setelah terjadinya keadaan tak terkendali.
(5) [bookmark: _GoBack]Keadaan diluar kendali (Force Majeure) sebagaimana dimaksud Ayat (4) perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan diluar kendali berakhir dan kondisinya  masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.
(6) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai sesuai dengan ketentuan, yang ditandatangani oleh masing masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
(7) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat agar dimaklumi kedua belah pihak.

	Nganjuk, ………………. 20……

	
Pihak PERTAMA



_________________

	
Pihak KEDUA



_______________




